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     Registration waqf land in Pasuruan arise from problems due to the 
registration of land that has been donated by the Nadzir affirmed. The purpose of 
this paper is to describe, identify, and analyze the effectiveness of the certification 
of donated land in Pasuruan constraints related to the number of donated land in 
Pasuruan which stands on land state / container lands and endowments nadzir 
understanding of national laws still traditional. The method used is empirical 
legal research with a sociological approach. The results of empirical legal 
research as an answer to the problem of implementation of the certification of 
donated land in Pasuruan authors found the constraints of the object and the 
subject of the certification. Objects donated land in the district most of its status 
established on state land or eigendom, it is the primary obstacle certification 
process waqf land for the purpose of legal certainty. Subjects studied related 
pewakif understanding and trust beneficiaries nadzir traditional waqf was still 
causing the ineffectiveness of the regulation and implementation of certification 
waqf land. Factors affecting the level of formal education nadzir nadzir 
understanding of national land laws. 
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Abstrak 
     Pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Pasuruan timbul dari permasalahan 
akibat tidak didaftarkannya tanah yang sudah diikrarkan wakaf oleh pihak Nadzir. 
Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan 
menganalisis tentang efektifitas pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf di 
Kabupaten Pasuruan berkaitan adanya kendala banyaknya tanah wakaf di 
Kabupaten Pasuruan yang berdiri diatas tanah negara/bekas hak eigendom dan 
pemahaman nadzir wakaf atas hukum nasional yang masih tradisional. Metode 
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan 
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yuridis sosiologis. Hasil penelitian hukum empiris sebagai jawaban atas 
permasalahan yang ada dari pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf di 
Kabupaten Pasuruan penulis menemukan adanya kendala dari obyek dan subyek 
dari sertifikasi tersebut. Obyek tanah wakaf di Kabupaten kebanyakan statusnya 
berdiri di atas tanah negara atau eigendom, hal inilah yang menjadi kendala proses 
sertifikasi tanah wakaf yang tujuannya untuk suatu kepastian hukum. Subyek 
yang diteliti terkait pemahaman pewakif dan nadzir penerima amanah wakaf yang 
masih tradisional sehingga terjadi ketidakefektifan atas peraturan dan pelaksanaan 
sertifikasi tanah wakaf. Faktor tingkat pendidikan formal nadzir mempengaruhi 
pemahaman nadzir atas hukum pertanahan nasional. 
Kata kunci: efektifitas, sertifikasi tanah wakaf, wakaf 
 
Latar Belakang 
     Pengertian wakaf tanah di Indonesia mengacu kepada pengertian menurut 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang merumuskan sebagai 
perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari 
harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-
lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai 
dengan ajaran agama Islam.
4
 
     Sebagai pranata yang berasal dari hukum Islam wakaf memegang peranan 
penting dalam sendi kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam. Oleh sebab 
itulah, maka harus ada peraturan pertanahan yang diharapkan dapat 
meminimalkan timbulnya permasalahan di bidang pertanahan. Dalam rangka 
mewujudkan adanya ketertiban di bidang pertanahan dibutuhkan suatu kepastian 
hukum di dalamnya, khususnya terhadap kepemilikan hak atas tanah oleh 
individu/perorangan. Kepastian hukum atas tanah memberikan jaminan 
ketenangan kepada  pemilik tanah sehingga  dapat mendatangkan kesejahteraan 
bagi yang mengolahnya. 
     Berbagai dinamika sosial yang terjadi dan diikuti perubahan paradigma 
berpikir yang semakin luas dalam memandang wakaf melahirkan UU No.41 
Tahun 2004 tentang wakaf sebagai payung Hukum yang lebih kuat berskala 
Nasional . 
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     Wakaf tanah apabila ditinjau dari aspek sosial keIslaman mengandung nilai 
ekonomi yang tinggi yang bisa diharapkan dari pelaksanaan wakaf tanah yang 
tepat bisa mewujudkan kesejahteraan sosial yang bisa dirasakan semua 
masyarakat. Namun praktek wakaf yang berjalan dalam masyarakat sekarang ini 
belum sepenuhnya berjalan tertib dan belum jelas status hukumnya atau belum 
memperoleh kepastian hukum karena belum dilaksanakan pendaftaran haknya 
atau disertifikatkan.
5
 Harapan pemerintah untuk mendapatkan jaminan kepastian 
hukum memang harus disertifikatkan. Pada dasarnya pemerintah sudah berupaya 
memenuhi harapan itu demi menertibkan aset wakaf semisal Instruksi Kepala 
BPN RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis 
BPN RI Tahun 2013 dimana tujuan instruksi tersebut untuk legalisasi tanah wakaf 
sehingga tercipta kepastian hukum atas tanah wakaf tersebut. 
     Sebagaimana yang bisa dilampirkan dalam tesis ini, dari instruksi tersebut 
ditindaklanjuti dengan adanya kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Jawa Timur dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 
Provinsi Jawa Timur Nomor 898 Tahun 2013. Akan tetapi implementasi yang ada 
dilapangan yang berkaitan dengan penelitian tesis ini yaitu di Kabupaten Pasuruan 
masih jauh dari harapan akan kepastian hukum. 
     Sengketa wakaf disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor 
penghambat efektifitas pensertifikatan tanah wakaf  yang menjadi perhatian utama 
yaitu Nadzhir yang masih konsumtif tradisional  hal itu dipengaruhi oleh beberapa 
hal diantaranya adalah karena masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang 
masih stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf, rendahnya kualitas SDM nadzir 
wakaf hal itu karena antara wakif dan nadzir masih menganut kepercayaan 
tradisional yaitu hanya saling percaya tanpa mempertimbangkan kemampuan 
manajerialnya, sehingga benda-benda wakaf banyak yang tidak terurus, dan 
lemahnya kemauan para nadzir wakaf sehingga menambah ruwetnya kondisi 
perwakafan di Indonesia. Padahal kehadiran nadzir sebagai pengelola harta benda 
wakaf sangat penting. Dari faktor pandangan seorang nadzir yang masih 
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tradisional inilah maka kemudian akan muncul pertanyaan apabila terdapat 
program sertifikasi tanah wakaf maka seberapa efektifkah pelaksanaan itu. 
     Pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Pasuruan juga timbul dari permasalahan 
akibat tidak dicatatkannya tanah yang sudah diikrarkan wakaf kepada pihak 
Nadzir. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap pelaksanaan penyertifikatan 
tanah wakaf di Kabupaten baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun oleh 
lembaga keagamaan penulis menemukan  adanya kendala dari obyek dan subyek 
dari sertifikasi tersebut. Obyek tanah wakaf di Kabupaten kebanyakan statusnya 
berasal dari tanah negara atau eigendom, hal inilah yang menjadi kendala proses 
sertifikasi tanah wakaf yang tujuannya untuk suatu kepastian hukum. Subyek 
yang diteliti disini adalah pemahaman pewakif dan nadzir yang menerima amanah 
wakaf yang masih tradisional sehingga terjadi ketidakefektifan atas peraturan 
sertifikasi tanah wakaf. Dua hal inilah yang akan menjadi analisa penulis.  
     Penulis menemukan banyaknya tanah wakaf yang berdiri diatas tanah 
negara/bekas eigendom dari wawancara dengan Agus Habibulloh ketua LTMNU 
dan selaku koordinator pelaksana program sertifikasi wakaf Nahdlotul Ulama 
Kabupaten Pasuruan, beliau mengatakan; 
“ Diantara beberapa tanah wakaf yang akan disertifikasi terdapat tanah 
wakaf yang berdiri diatas tanah negara. Disinilah kendala utamanya bahwa 
sertifikasi massal tanah wakaf yang dilakukan terbatas merekomendasikan 
kepada pihak pengurus/nadzir untuk mengajukan permohonan kepada 
Kepala Kantor Pertanahan setempat agar memproses diterbitkannya Surat 
Keputusan Pemberian Hak Atas tanah kemudian atas nama nadzir 
menerbitkan sertifikat tanah wakaf . Dalam hal proses yang dilalui panjang 
dan memakan waktu lama dikarenakan dari peraturan perundang–
undangan tentang wakaf belum ada yang mengatur tentang wakaf diatas 
tanah negara“.6 
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     Adanya tanah wakaf yang tidak memenuhi ketentuan administratif 
sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan 
ketidaksamaan dan ketidakseimbangan dalam hal kepastian hukumnya. Disatu sisi 
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 kepastian hukum terhadap 
tanah baru diperoleh setelah tanah tersebut disertifikatkan. Sedangkan pada 
kenyataannya masih banyak tanah wakaf di Kabupaten Pasuruan masih belum 
disertifikatkan disamping kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 
legalisasi tanah wakaf juga karena pemahaman nadzir masih tradisional hanya 
berorientasi berdasarkan pengertian Syari‟at hukum Islam saja. Nadzir wakaf 
dengan pemahaman tradisional yang diakibatkan kurangnya sosialisasi terhadap 
hukum dan tata cara pendaftaran tanah wakaf maka peraturan sertifikasi tidak 
akan berjalan efektif. Ketidakefektifan berbanding lurus dengan asas rumusan 
hukum yang dimengerti oleh umum. 
     Dari penelitian ini diharapkan adanya peran institusi terkait yaitu, peran Badan 
Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan dalam usaha memudahkan proses 
pensertifikatan tanah wakaf , peran Departemen Agama Kabupaten Pasuruan 
Untuk menertibkan prosesnya, peran organisasi kemasyarakatan khususnya 
Nahdlatul Ulama Pasuruan untuk sosialisasi terhadap nadzar wakaf sekaligus 
mengawal prosesnya dan peranan Pemerintah Daerah dalam kerangka otonomi 
untuk membantu pembiayaannya. 
     Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka 
penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 1 ) Bagaimana proses 
pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf di Kabupaten Pasuruan ?                          
2 ) Bagaimanakah efektifitas pensertifikatan tanah wakaf di Kabupaten Pasuruan 
berkaitan dengan pengetahuan Nadzir yang masih tradisional ? 
     Tujuan Penelitian ini, 1) Untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan 
menganalisis proses pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf di Kabupaten 
Pasuruan, 2) Untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis 
efektifitas pensertifikatan tanah wakaf di Kabupaten Pasuruan berkaitan dengan 
pengetahuan Nadzir yang masih tradisional.  
7 
 
     Penelitian mengenai “ Efektifitas Pensertifikatan Tanah Wakaf Di Kabupaten 
Pasuruan ” mengunakan jenis penelitian ilmu hukum empiris. Dimana penelitian 
hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis 
dan mengkaji bekerjaanya hukum didalam masyarakat
7
.   Penelitian ini tentang 
“ Efektifitas Pensertifikatan Tanah Wakaf Di Kabupaten Pasuruan Berkaitan 
Dengan Pengetahuan Nadzir Yang Masih Tradisional ” mengunakan penelitian 
hukum empiris maka pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan 
yuridis sosiologis. 
     Lokasi penelitian terkait Efektifitas Pensertifikatan Tanah Wakaf Di 
Kabupaten Pasuruan Berkaitan Dengan Pengetahuan Nadzir Yang Masih 




     Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Pasuruan dengan luas wilayah 
1.474,015  Km
2
 secara geografis terletak antara 112
o33‟55” hingga 113o05‟37” 
Bujur Timur dan antara 7
o32‟34” hingga 7o57‟20” Lintang Selatan, merupakan 
salah satu wilayah Kabupaten dari 38 wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 
Timur, berada pada sisi utara „‟Jalur Tapal kuda‟‟, memiliki kondisi fisik yang 
beragam dan posisi strategis dalam mendukung keberadaan Kawasan Gerbang 
Kertasusila, Metropolitan Surabaya dan Perkotaan Malang.
8
 
     Terkait dengan tanah wakaf di Kabupaten Pasuruan, berdasarkan laporan 
perkembangan sertifikasi tanah wakaf dari Penyelenggara Zakat Dan Wakaf 
Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasuruan hingga Januari 2015 tanah wakaf 
tersebar di 4824 lokasi dengan luas 262.267,53 m2  yang sudah bersertifikat 2211 
lokasi dan yang  belum bersertifikat mencapai 2613 lokasi. 
     Melihat data dari Departemen Agama Kabupaten Pasuruan tersebut maka 
sedikit diperoleh gambaran masih banyaknya jumlah tanah wakaf yang belum 
disertifikatkan. Dari 3 (tiga) klasifikasi tanah yaitu pesisir, dataran dan 
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pegunungan diperoleh gambaran rata-rata 53% tanah wakaf di Kabupaten 
Pasuruan yang belum disertifikatkan. Data ini belum termasuk harta benda yang 
dimiliki oleh ormas-ormas Islam, yang sebagian besar merupakan amal jariyah 
umat Islam. Hal ini dilakukan atas pemahaman bahwa wakaf merupakan ibadah 
kepada Alloh SWT, maka disaat itu orang yang berwakaf (wakif) tidak merasa 
mencatat atau mengadministrasikannya. 
     Menurut keterangan Furqon Kepala Pelaksana Zakat dan Wakaf Departemen 
Agama Pasuruan, beliau mengatakan; 
“Data yang diperoleh dari direktori perwakafan itu merupakan gambaran 
terakhir kondisi tanah wakaf sampai Januari 2015 dan DEPAG 
Kab.Pasuruan terus berkomitmen melakukan proses sertifikasi tanah 
wakaf“.9 
A. Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Pasuruan 
1. Pelaksanaan proses pendaftaran tanah wakaf yang terjadi sejak berlakunya PP 
Nomor 28 Tahun 1977 adalah sebagai berikut 
10
: 
1.  Tanah milik yang sudah bersertifikat: 
a. Pewakif harus datang ke PPAIW dengan membawa: sertifikat hak atas 
tanah, surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat 
bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, serta Surat Keterangan 
Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 
setempat. 
b. Pewakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas, dan tegas kepada 
nadzir di hadapan PPAIW dihadapan para saksi, kemudian dituangkan 
dalam bentuk tertulis
11
 menurut formulir W.1. 
c. Apabila pwakif tidak datang di hadapan PPAIW maka harus 
memberikan kuasa tertulis secara matreatik di hadapan notaris dan/ di 
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hadapan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan 
dibacakan kepada nadzir dihadapan PPAIW dan para saksi. 
d. PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) rangkap 3 (tiga) menurut 
bentuk formulir W.2 dan salinannya rangkap 4 (empat) menurut 
bentuk formulir W.2.a. 
e. PPAIW atas nama nadzir dan/ nadzir sendiri berkewajiban untuk 
mengajukan permohonan pendaftaran pada Kantor Pertanah 
Kabupaten/Kota setempat dengan menyerahkan: sertifikat tanah yang 
bersangkutan, Akta Ikrar Wakaf, dan surat pengesahan dari KUA 
kecamatan setempat mengenai nadzir yang bersangkutan. 
f. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat: 
(1) Mencantumkan kata “wakaf” dengan huruf besar di belakang 
nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan 
sertifikatnya. 
(2) Mencantumkan kata-kata: “diwakafkan untuk.....berdasarkan Akta 
Ikrar Wakaf PPAIW kecamatan.....No.....pada halaman 3 (tiga) 
kolom sebab perubahan dalam buku tanah dan sertifikatnya. 
(3) Mencantumkan kata nadzir, nama nadzir disertai kedudukannya 
pada buku tanah sertifikatnya. 
     Dari uraian di atas, nadzir juga berkewajiban mengurus pendaftaran atau 
sertifikasi tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota setempat. Hal ini 
dikarenakan nadzir adalah pegelola/pengurus tanah wakaf, sementara PPAIW 
adalah Pejabat Pembuat Akta cq. Pejabat Kantor Urusan Agama dengan banyak 
urusan administrasi kepegawaian yang lain, sehingga tidak akan mempercepat 
pengurusan sertifikat, jika dibandingkan dengan pengurusan sendiri oleh nadzir 
selaku pengelola dan pertanggungjawab tanah wakaf. Di samping itu, biaya juga 
tidak ditanggung oleh PPAIW.
12
 
2.  Tanah hak milik yang belum bersertifikat (bekas tanah hak milik adat): 
a. Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf: 
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1) Surat-surat pemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat 
keterangan warisan, girik, dan lain-lain). 
2) Surat Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat yang 
membenarkan tanah tersebut tidak dalam sengketa. 
3) Surat keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 
setempat yang menyatakan Hak Atas tanah itu belum mempunyai 
sertifikat. 
b. Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan pendaftaran pencatatan Ikrar 
Wakaf sebagaimana proses untuk tanah yang sudah bersertifikat. 
c. Apabila memenuhi syarat untuk dikonversi, maka dapat dikonversi  
langsung atas nama wakif. 
d. Apabila persyaratan untuk dikonversi tidak dipenuhi dapat diproses 
melalui prosedur pengakuan hak atas nama wakif. 
e. Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf dibalik nama ke atas nama nadzir. 
f. Bagi konversi yang dilaksanakan melalui prosedur pengakuan hak, 
penerbitan sertifikatnya setelah diperoleh SK. Pengakuan Hak atas 
nama wakif. Selanjutnya dilaksanakan pencatatan sebagaimana 
dikemukakan pada angka 1 huruf f. 
3. Tanah yang belum ada haknya dalam hal ini adalah tanah yang sudah 
berstatus tanah wakaf atau tanah yang sudah berfungsi sebagaimana tanah 
wakaf, sementara masyarakat dan Pemerintah Desa setempat setelah 
mengakui sebagaimana tanah wakaf, sedangkan status tanahnya adalah 
tanah yang belum ada haknya atau tanah negara: 
a. Wakif atau ahli warisnya masih ada dan mempunyai surat bukti 
penguasaan/penggarapan 
1. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat 
tentang penggunaan tanah yang diwakafkan. 
2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat yang menerangkan status 
tanah negara tersebut apabila sudah pernah terdaftar atau 




3. Calon Wakif atau ahli waris datang menghadap PPAIW untuk 
melaksanakan Akta Ikrar Wakaf. 
4. PPAIW atau nadzir berkewajiban mengajukan permohonan 
atas kepada Kakanwil Pertanahan Nasional Propinsi melalui 
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dengan 
menyerahkan surat-surat di atas. 
5. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat memproses dan 
meneruskan permohonan kepada Kakanwil Badan Pertanahan 
Nasional Propinsi. 
6. Setelah diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas 
Tanah atas nama nadzir, kepala  kantor pertanahan 
Kabupaten/Kota menerbitkan sertfikat wakaf. 
b. Wakif atau ahli warisnya masih ada, tetapi tidak mempunyai surat 
bukti penguasaan. 
1. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat 
tentang perwakafan tanah tersebut dan tidak dalam sengketa, 
serta kebenaran penguasaan/penggarapan oleh calon wakif. 
2. Proses selanjutnya sebagaimana tersebut pada huruf a angka 2 
sampai 6. 
c. Wakif atau ahli warisnya tidak ada. 
1. Surat keterangan tentang tanah (kalau ada). 
2. Surat Kepala Desa/Lurah diketahui Camat tentang perwakafan. 
3. Surat pernyataan tentang perwakafan tanah dari orang-orang 
yang bersebelahan dengan tanah tersebut. 
4. Nadzir atau Kepala Desa/Lurah mendaftarkannya kepada KUA 
Kecamatan setempat. 
5. Kepala KUA meneliti dan mengesahkan nadzir. 
6. PPAIW membuat akta pengganti AIW. 
7. PPAIW atas nama nadzir dan atau nadzir mengajukan 
permohonan Hak Atas Tanah. 




     Dalam pelaksanaannya dilapangan menurut keterangan H. Qomaruddin selaku 
Ketua Kantor Urusan Agama Purwodadi, beliau mengatakan; 
 “ Setelah proses pembuatan AIW, nadzir tidak segera melanjutkan pada proses 
pendaftaran dan pencatatan di Kantor Pertanahan setempat. Hal ini disebabkan 
beberapa alasan, antara lain: sertifikasi tanah wakaf belum dianggap sebagai hal 
yang penting dan mendesak karena sudah ada AIW dianggap sudah cukup sebagai 
bukti adanya wakaf, biaya sertifikasi yang dirasakan berat, dan proses 
administrasi yang pelik “.13 
 Dari pengamatan penulis terhadap pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf  di 
Kabupaten Pasuruan diperoleh gambaran umum bahwa masih banyak sekali 
tanah-tanah wakaf yang belum disertifikatkan dikarenakan kurangnya pemahaman 
atau kurangnya kesadaran masyarakat secara umum dan secara khusus pihak 
nadzir akan pentingnya legalisasi tanah wakaf. 
 Untuk mengetahui gambaran atas sertifikasi tanah wakaf di kabupaten 
Pasuruan dari sumber selain Departemen Agama penulis juga melakukan 
penelitian dan pengumpulan data pada program sertifikasi tanah wakaf yang 
dilakukan oleh Organisasi kemasyarakatan  Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan 
atas obyek tanah-tanah wakaf yang belum disertifikatkan. Nahdlatul Ulama  
sebagai organisasi kemasyarakatan diakui pemerintah sebagai nadzir badan 
hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 199/DJ/1988 Tanggal 9 Mei 1988, Tentang Penunjukan Nahdlatul Ulama 
(NU) sebagai badan hukum keagamaan yang mempunyai hak milik. Nahdlatul 
Ulama Kabupaten Pasuruan mengajukan anggaran bantuan hibah kepada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan untuk membantu proses program 
sertifikasi tanah wakaf ini. Disamping menjalin kerjasama dengan Badan 
Pertanahan Nasional Pasuruan untuk memberikan kemudahan dan percepatan 
sertifikasi tanah wakaf.  
 Tujuan dari program sertifikasi tanah wakaf secara swadaya massal ini menurut 
KH.Sonhaji selaku ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan adalah dalam 
rangka membantu memberikan  kemudahan penyertifikatan tanah kepada para 
pengelola masjid, pondok pesantren, para nadzir wakaf  sehingga tercipta jaminan 
                                                          
 
13




kepastian hukum atas aset-aset tanah wakaf yang berada di lingkungan Jam‟iyyah 
Nahdlatul Ulama agar terhindar dari sengketa mengenai tanah wakaf .  
 Penulis menemukan banyaknya tanah wakaf yang berdiri diatas tanah 
negara/bekas eigendom dari wawancara dengan Agus Habibulloh ketua LTMNU 
dan selaku koordinator pelaksana program sertifikasi wakaf Nahdlotul Ulama 
Kabupaten Pasuruan, beliau mengatakan; 
“ Diantara beberapa tanah wakaf yang akan disertifikasi terdapat tanah 
wakaf yang berdiri diatas tanah negara.. Disinilah kendala utamanya 
bahwa sertifikasi massal tanah wakaf yang dilakukan terbatas 
merekomendasikan kepada pihak pengurus/nadzir untuk mengajukan 
permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat agar memproses 
diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak Atas tanah kemudian atas 
nama nadzir menerbitkan sertifikat tanah wakaf . Dalam hal proses yang 
dilalui panjang dan memakan waktu lama dikarenakan dari peraturan 
perundang – undangan tentang wakaf belum ada yang mengatur tentang 
wakaf diatas tanah negara“.14 
 Keterangan yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Furqan, Kepala 
Pelaksana Urusan Wakaf Departemen Agama Kabupaten Pasuruan, bahwa;
15
 
“ Sebagian besar tanah yang diwakafkan di Kabupaten Pasuruan berdiri 
diatas tanah negara, Jadi penelusuran data awal tanah tersebut sulit dan 
perwakafan diatas tanah negara belum ada aturannya “ 
 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik 
Pasal 4 menyatakan bahwa: 
 Tanah sebagaimana dimaksud dalam psal 3, harus merupakan tanah hak 
 milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. 
 Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 angka 4 menyatakan bahwa: 
 Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak 
 yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai 
 menurut ajaran Islam. 
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 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 15-16 
menyatakan bahwa: 
 Pasal 15: 
 Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai 
 oleh wakif secara sah. 
 Pasal 16: 
1) Harta benda wakaf terdiri dari: 
a. Benda tidak bbergerak; dan 
b. Benda bergerak 
2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi: 
a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah 
maupun yang belum terdaftar; 
b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah 
sebagaimana dimaksud pada huruf a; 
c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 
d. Hak milik atas satuan rumah susun sesui dengan ketentuan 
pearaturan perunadang-undangan yang berlaku. 
3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, 
meliputi; 
a. Uang; 
b. Logam mulia; 
c. Surat berharga; 
d. Kendaraan; 
e. Hak atas kekayaan intelektual; 
f. Hak sewa; dan 
g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 Jika pada Pasal 4 PP Nomor 28 Tahun 1977 dengan tegas menyatakan bahwa 
benda wakaf adalah tanah milik,  maka pada KHI Pasal 215 angka 4 dan UU 
Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 15-16 bersifat lebih  umum.  Pasal ini menyatakan 
bahwa benda wakaf adalah benda milik. Hal ini berimplikasi pada perluasan jenis 
15 
 
benda yang dpat diwakafkan, tidak terbatas pada tanah milik saja, melainkan juga 
dapat berupa benda milik lainnya, baik itu benda bergerak benda tidak bergerak. 
Dari peraturan perundang-undangan tentang wakaf di atas belum ada yang 
mengatur tentang wakaf di atas tanah negara. 
 Terhadap tanah wakaf yang berdiri di atas tanah negara kalau memang 
masyarakat dan pemerintah desa setempat telah mengakui sebagai tanah wakaf, 
maka dapat diajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat 
agar memproses diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak Atas tanah 
kemudian atas nama nadzir menerbitkan sertifikat tanah wakaf. Dengan demikian, 
tanah negara yang sudah berfungsi sebagai tanah wakaf seharusnya tetap 
mempunyai sertifikat tanah wakaf sebagai data otentik dan dokumen tertulis untuk 
menjamin kepastian hukum atas tanah termasuk tanah wakaf. Hal ini 
dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari yang dapat 
memerosotkan wibawa dan syariat Islam. Kalaupun ada sengketa tanah wakaf, 
dengan adanya sertifikat tanah wakaf tersebut maka status hukumnya kuat secara 
yuridis. 
 Peneliti menemukan data masjid yang sudah puluhan tahun berdiri diatas tanah 
negara/eigendom, yaitu Masjid Baitul Falah Kecamatan Purwosari yang masih 
terkendala kepengurusan sertifikat tanah wakafnya di BPN Pusat. Keterangan ini 




 Fenomena keberadaan tanah wakaf diatas tanah negara berawal dari riwayat 
tanah wakaf di Kabupaten Pasuruan dimana pemerintah Hindia Belanda 
memberikan banyak sekali hak atas tanah berupa hak eigendom kepada Warga 
Negara Belanda yang mau berinvestasi di Indonesia selaku jajahan Belanda. 
Perubahan terjadi ketika terjadi peralihan kekuasaan karena Indonesia merdeka. 
Banyak pemilik tanah dengan hak barat yang kembali ke negara asalnya 
meninggalkan hak atas tanahnya. Tanah bekas hak barat/eigendom yang pada 24 
September tahun 1960 dengan berlakunya UUPA tidak dikonversikan dengan 
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batas waktu sampai pada  tahun 1980 maka status tanah tersebut menjadi tanah 
negara. Bagi mereka bekas pemegang hak atas tanah diberi kesempatan untuk 
dapat mengajukan permohonan hak atas tanah bekas haknya sepanjang tidak 
dipergunakan untuk kepentingan umum atau jika tidak diduduki oleh masyarakat 
pada umumnya. Tetapi bagi mereka yang telah mengusai tanah bekas hak milik 
eigendom namun tidak mengerti tentang peraturan tanah yang ada dan akhirnya 
mereka kesulitan mengurus konversi tanah tersebut akhirnya sampai pada 
pemikiran tanah tersebut diwakafkan saja daripada dimiliki tetapi surat tanahnya 
sulit diurus. Mereka berpandangan daripada nantinya menyulitkan anak 
keturunannya lebih baik tanah tersebut diwakafkan saja dengan tujuan mencari 
kebaikan .
17
 Dari latarbelakang tersebutlah maka di sebagian besar daerah banyak 
tanah wakaf berdiri diatas tanah negara termasuk di Kabupaten Pasuruan. 
 Dari fenomena diatas maka muncullah masalah baru ketika kemudian 
peraturan perundangan-undangan mengharap agar tanah wakaf yang belum 
disertifikatkan untuk dilakukan penyertifikatan tanah wakaf. Himbauan 
pemerintah bisa dilihat pada Instruksi Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2013 
Tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis BPN RI Tahun 2013. Masalah 
yang timbul pada tataran implementasi di lapangan yaitu sulit dan lamanya proses 
pengajuan hak milik dari bekas tanah eigendom tersebut menjadikan keengganan 
orang untuk mengurusnya. Meskipun pada kenyataannya bisa diajukan 
permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat agar memproses 
diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak Atas tanah kemudian atas nama 
nadzir menerbitkan sertifikat tanah wakaf tetapi kenyataan di lapangan menurut 
sebagian nadzir atau pengurus masjid  proses tersebut berliku-liku,sulit dan lama 
karena pengajuannya sampai ke BPN Pusat.
18
 Sebagian pendapat nadzir dan dari 
pengurus masjid yang bisa dikemukakan disini yaitu pendapat dari Soleh 
pengurus ta‟ mir masjid Baitul Makmur di desa Martapuro Kecamatan Purwosari 
yang mengatakan; 
                                                          
 
17
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”Mengurus sertifikat rumah sendiri saja yang urusannya hanya sampai BPN 
Kabupaten
19
 saja susah dan banyak dana apalagi mengurus sertifikat tanah masjid 
yang harus sampai pusat. Maka kiranya ikrar wakaf di hadapan pejabat KUA saja 
sudah cukup jadi bukti bahwa tanah ini sudah diwakafkan”. 
 Oleh sebab itu menurut peneliti harus ada peraturan perundangan-undangan 
yang mengatur tentang wakaf diatas tanah negara. Ketiadaan peraturan 
perundangan-undangan yang mengatur secara pasti memunculkan satu celah 
ketidakpastian hukum didalamnya meskipun pada kenyataannya bisa diajukan 
permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat agar memproses 
diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak Atas tanah kemudian atas nama 
nadzir menerbitkan sertifikat tanah wakaf.  
 Adanya tanah wakaf yang tidak memenuhi ketentuan administratif 
sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan 
ketidaksamaan dan ketidakseimbangan dalam hal kepastian hukumnya jika 
dibandingkan dengan tanah wakaf yang mempunyai sertifikat. Tidak adanya bukti 
otentik dan dokumen tertulis terkait tanah wakaf dalam hal ini sertifikat wakaf, 
menyebabkan kedudukan tanah wakaf tidak cukup kuat secara yuridis karena 
tidak ada alat bukti yang merupakan jaminan bagi kepastian hukum atas tanah 
wakaf jika terjadi tuntutan dan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan.   
     Pada sengketa tanah wakaf di Desa Kejayan yang sudah mempunyai AIW 
(Akta Ikrar Wakaf) tapi belum mempunyai sertifikat wakaf, pihak nadzir dan 
masyarakat harus menerima penyelesaian dengan pemindahan makam dan 
penggantian tanah wakaf di lokasi lain. Sedangkan pada sengketa tanah wakaf di 
Desa Sukorejo, pihak nadzir harus memberikan kompensasi sejumlah uang 
kepada ahli waris wakif sebagai penyelesaian sengketa.
20
 




 Beberapa hal yang bisa berpotensi menyebabkan terjadinya sengketa tanah 
wakaf adalah: 1) pengetahuan agama masyarakat yang masih minim berkaitan 
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 Wawancara dengan  Bapak Furqan, Kepala Pelaksana Urusan Wakaf Departemen 
Agama Kabupaten Pasuruan, 23 Maret 2015. 
21
 Ibid., 10 Maret 2015. 
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dengan wakaf ; 2) tanah pada saat ini mempunyai nilai komersial yang tinggi; dan 
3) ikrar wakaf yang tidak jelas sehingga mendorong terjadinya penyalah gunaan 
oleh ahli waris wakif maupun ihak lain. 
 Mengenai hubungan antara pendaftaran tanah/pembuatan sertifikat dengan  
kepastian hukum atau jaminan yang lebih kuat mengenai hak atas tanah, dapat 
dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
22
 
 Masyarakat pedesaan yang tradisional, selama ini sudah terbiasa dan sangat 
akrab dengan tata cara yang sederhana dalam berbagai hubungan diantara mereka, 
termasuk hubungan hukum (seperti jual beli, sewa menyewa, perjanjian kerja, dan 
lain-lain). Tidak dibutuhkan banyak prosedur dan bukti tertulis. Bantuan kepala 
desa, sudah merupakan legalisasi yang sangat kuat. Dengan demikian lembaga 
pendaftaran tanah/pembuatan sertifikat merupakan sesuatu yang baru bagi 
mereka. Mungkin mereka harus berulang-ulang berurusan dengan kepala desa, 
KUA Kecamatan, camat dan Kantor Agraria. Oleh karena itu secara sederhana, 
mereka akan membuat kalkulasi, berhitung berapa benyak tenaga, waktu dan 
biaya yang harus mereka gunakan untuk menyelesaikan pengurusan pendaftaran 
tanah ini. Dilain pihak mereka juga akan melihat manfaat yang diperoleh dengan 
pendaftaran tersebut. 
 Dari pengamatan lapangan oleh penulis diketahui bahwa pengurusan 
pendaftaran tanah atau membuat sertifikat tidaklah demikian sederhana. Sering 
setelah bertahun-tahun belum juga selesai. Sementara masyarakat menemui 
kenyataan bahwa setelah beberapa puluh tahun bahkan secara turun temurun tanah 
tertentu mereka miliki, mereka tidak pernah mengalami kesulitan apapun. Mereka 
merasa bahwa kepemilikan tanah dengan cara seperti itu selama ini cukup “ 
aman”. Disinilah terletak masalah dalam rangka ingin menjalankan fungsi hukum 
“ sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau sering disebut hukum sebagai alat 
untuk mengadakan sosial engineering “.23 
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 Jadi disini bisa juga dikatakan, bahwa problemnya ialah tertinggalnya 
perkembangan masyarakat oleh perubahan yang terjadi dalam hukum, atau 
perubahan yang ingin dicapai melalui hukum, tidak diikuti oleh masyarakat. 
Untuk dapat lebih mudah memahami situasi ini ada baiknya dikemukakan juga 
pendapat Roscoe Pound yang menyatakan, hukum harus dilihat dan dipelajari 
sebagai lembaga sosial. Dalam hal ini : 
 Inti daripada pendapat Pound terletak pada teori kepentingan yang pada 
pokoknya menyatakan bahwa hukum berfungsi untuk memenuhi tujuan – tujuan 
sosial. Untuk tujuan- tujuan tertentu hukum dapat dipandang sebagai suatu gejala 
yang otonom dalam masyarakat yang berkembang menurut logikanya sendiri. 




 Faktor ketertinggalan masyarakat terhadap perkembangan hukum yang 
diakibatkan kurangnya sosialisasi terhadap hukum pendaftaran tanah wakaf dan 
tata cara pendaftaran tanah wakaf maka peraturan tersebut tidak akan berjalan 
efektif. Ketidakefektifan berbanding lurus dengan asas rumusan hukum yang 
dimengerti oleh umum. Menurut Satjipto Raharjo (dalam bukunya, Hukum dalam 
Jagat Ketertiban, 2006 : 136 -139 ) yang sekaligus beliau mengutip dari Lon 
Fuller, dalam bukunya the Morality of Law,  mengajukan 8 (delapan) asas yang 
harus dipenuhi oleh hukum, dimana bila asas-asas itu tidak terpenuhi, maka 
hukum tidaklah bisa dikategorikan sebagai hukum, atau dalam pengertian 
tegasnya harus ada suatu kepastian hukum. Dari 8 asas-asas tersebut diantaranya 
adalah “ dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum ”, dengan artian 
komunikasi hukum merupakan faktor dalam rangka membentuk pemahaman 
dalam masyarakat. 
 Masalah kepastian hukum dalam kaitannya dengan pelaksanaan hukum, tidak 
akan bisa dilepaskan dari perilaku manusia. Berbicara kepastian, Radbruch 
menilai lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau 
kepastian peraturan ( sichercheit des recht ). 
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 Bagi Satjipto Raharjo sangat kecil jumlah peraturan yang benar-benar jelas. 
Hal ini karena tidak Cuma sekedar membaca pasal-pasal undang-undang, 
melainkan juga memaknai dan menafsirkan. Satu pasal bisa diberi arti yang 
berbeda-beda. Bahkan pendapat lebih ekstrem dari Achmad Ali bahwa “ tidak ada 




B. Efektifitas Pensertifikatan Tanah Wakaf Berkaitan dengan Pemahaman 
Nadzir yang Masih Tradisional 
 Peneliti menemukan fakta mengenai praktek perwakafan di Kabupaten 
Pasuruan, disamping perwakafan dengan data-data yang akurat bahwa masih 
terdapat praktek perwakafan harta benda tak bergerak, seperti wakaf tanah melalui 
pernyataan ikrar wakaf secara lisan oleh pewakif, perwakafan keluarga (wakaf 
ahli) sebatas keterangan (informasi) masyarakat tanpa adanya dukungan saksi-
saksi hidup sehingga menyulitkan peneliti menelusuri lebih rinci perwakafan . Hal 
tersebut sebagaimana juga dikemukakan oleh H.Muslim selaku wakil ketua 
Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan bahwa data di NU Pasuruan sepanjang 
2014 ada sekitar 12 tanah wakaf yang perwakafannya masih secara lisan. 
Peruntukannya mulai dari musholla, pondok pesantren dan jalan umum. Dan dari 
150 tanah wakaf yang rencananya disertifikatkan baru 32 tanah wakaf yang 
berhasil dilakukan pensertifikatan 
26
 
 Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh KH. Yazid Manan selaku Ketua 
Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Pasuruan 
27
 kendala kurang efektifnya 
pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf ada 3 faktor, beliau mengatakan ; 
“ Ada tiga penyebab nadzir sebagai pengelola wakaf bersifat tradisional ”, 
antara lain; 1) Budaya dan kebiasaan umat Islam umumnya dan nazir 
wakaf khususnya terhadap pemahaman wakaf yang berorientasi hanya 
berdasarkan pengertian syariat hukum Islam saja. Jadi ketika syarat-syarat 
syariat hukum Islam terpenuhi maka tercukupi semua proses itu. 2) 
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Rendahnya kualitas SDM Nazhir wakaf terhadap hukum positif yang 
berlaku. Biasanya nazhir wakaf dipilihkan dari orang-orang yang punya 
pengetahuan agama saja, seperti kyai, ustadz, gus dan tokoh masyarakat 
lain. 3) Lemahnya/kurangnya  kemauan nadzir wakaf untuk melakukan 
penyertifikatan tanah wakaf. Dengan kata lain nadzir enggan untuk 
meningkatkan status tanah wakaf itu menjadi bentuk sertifikat. 
     Berbeda permasalahan apabila ada salah satu organisasi keagamaan semisal 
Nahdlatul Ulama ini yang mengadakan sertifikasi secara massal tanah wakaf, 
seakan akan ada yang menggugah para nadzir untuk berusaha memenuhi 
persyaratan yang diperlukan. Hal ini juga dikarenakan dari pihak NU-lah yang 
berusaha memberikan penjelasan, pemahaman tentang pentingnya sertifikat 
berikut gambaran kelemahan tanah wakaf yang tidak disertifikatkan bahkan 
pelaksana  pendaftaran tanah wakaf ke pihak BPN adalah pihak NU. Program 
sertifikasi massal swadaya seperti ini tidak dikenakan biaya, kecuali hanya apabila 
ada biaya yang timbul ketika ada petugas ukur dari BPN.
28
 
     Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewajiban nadzir dan 
fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Departemen Agama 
tampaknya belum berjalan secara efektif pada tataran implementasi. Kelemahan 




1. Struktur hukum (structure of law) yaitu kelembagaan yang diciptakan 
oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka 
mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan 
untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan 
terhadap penggarapan terhadap bahan-bahan hukum secara teratur. 
Dalam hal ini semua pihak yang terkait dengan proses perwakafan tanah 
yaitu nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan 
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Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Departemen Agama setempat 
sebelum mengoptimalkan fungsi dan kedudukannya sebagaimana 
ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. 
2. Substansi hukum (subtance of law), sebagai output dari sistem hukum, 
berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik 
oleh pihak yang mengatur maupun yang  diatur. Peraturan perundang- 
undangan tentang wakaf belum mengandung unsur sanksi yang bisa 
memberikan efek jera bagi para pihak yang melanggar. Sedangkan UU 
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang sudah memuat sanksi yang 
sebanding dengan akibat pelanggarannya, secara operasional tidak bisa 
dilaksanakan karena belum dikeluarkannya peraturan pelaksanaan dan 
petunjuk teknis dibawahnya. 
3. Budaya hukum (legal culture), terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap `yang 
mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M. Friedman 
disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai 
jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah 
laku hukum seluruh warga masyarakat. Dalam hal ini, persepsi masyarakat 
yang menganggap pendaftaran dan pencatatan wakaf tidak penting 
merupakan salah satu penyebab tidak efektifnya hukum perwakafan. 
Masyarakat menganggap bahwa wakaf adalah ibadah yang tidak perlu 
ditunjang dengan data otentik dan dokumen tertulis. Masyarakat lebih 
mengedepankan unsur kepercayaan dengan melakukan wakaf secara lisan 
daripada secara tertulis, sehingga secara yuridis administratif status wakaf 
tidak jelas dan kemungkinan menimbulkan sengketa dikemudian hari. Hal 
ini menyebabkan masyarakat tidak perduli  dengan hak dan kewajiban 
nadzir terkait dengan pendaftaran dan pencatatan tanah wakaf 
sebagaimana ditegaskan peraturan perundang-undangan. 
 Sebagai langkah-langkah efektifitas atas pelaksanaan 
penyertifikatan tanah wakaf maka perlu ada upaya sebagai berikut : 
1. Dilakukan upaya sertifikasi tanah wakaf secara nasional dengan peran 
semua pihak yang berkepentingan dengan eksistensi tanah wakaf, 
khususnya peran Badan Pertanahan Nasional dalam usaha 
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memudahkan prosesnya dan peranan Pemerintah Daerah dalam 
kerangka otonomi untuk membantu pembiayaannya. 
2. Memberikan pengumuman terhadap tanah wakaf yang belum 
disertifikatkan agar masyarakat terdorong membantu 
pensertifikatannya. 
3. Memberikan penyuluhan, pembinaan, pelatihan singkat ataupun 
sosialisasi secara penuh kepada para Nadzir wakaf secara khusus 
ataupun secara umum masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran 
tanah wakaf 
4. Segera dikeluarkan Undang-Undang Hak Milik atas Tanah yang 
didalamnya juga mengatur bab tersendiri secara lengkap dan utuh 
mengenai perwakafan tanah yang gunanya terkait perlindungan dan 
pemanfaatan tanah wakaf.  
Simpulan 
 Dari data penelitian yang diperoleh penulis berdasarkan hasil penelitian 
sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka penulis memberikan kesimpulan 
yang berkaitan dengan efektifitas pensertifikatan tanah wakaf di Kabupaten 
Pasuruan  
1. Proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pasuruan 
berdasarkan dari hasil analisis  ditemukan masih banyak tanah wakaf yang 
belum disertifikatkan. Jumlah prosentase yang terdata tanah wakaf dari 
direktori tanah wakaf DEPAG Pasuruan sampai Januari 2015 adalah 53%. 
Dari proses sertifikasi tanah wakaf baik yang dilakukan perorangan atau 
swadaya massal oleh DEPAG Pasuruan maupun Organisasi Keagamaan 
Nahdlotul Ulama Pasuruan ditemukan banyak tanah wakaf yang berdiri diatas 
tanah negara atau bekas tanah eigendom. Dalam kenyataannya tidak ada 
peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang wakaf diatas tanah 
negara. Ketiadaan peraturan perundangan-undangan yang mengatur secara 
pasti memunculkan satu celah ketidakpastian hukum didalamnya meskipun 
pada kenyataannya bisa diajukan permohonan kepada Kepala Kantor 
Pertanahan setempat agar memproses diterbitkannya Surat Keputusan 
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Pemberian Hak Atas tanah kemudian atas nama nadzir menerbitkan sertifikat 
tanah wakaf. Dengan demikian, tanah negara yang sudah berfungsi sebagai 
tanah wakaf seharusnya tetap mempunyai sertifikat tanah wakaf sebagai data 
otentik dan dokumen tertulis untuk menjamin kepastian hukum. 
2. Proses sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pasuruan dapat dikatakan tidak 
efektif apabila dikaitkan dengan fenomena pemahaman Nadzir wakaf yang 
masih tradisional hanya berdasarkan hukum agama dan kebiasaan saja. Masih 
diperlukan adanya bantuan insitusi lain untuk mengedukasi tentang 
pentingnya pendaftaran tanah wakaf serta  menggerakkan agar melakukan 
sertifikasi tanah wakaf. Institusi itu bisa dari pemerintah sendiri dalam hal ini 
Departemen Agama Kabupaten Pasuruan ataupun dari Organisasi Keagamaan 
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